
Pembangunan Hukum dan Keadilan
dalam Realita dan Idealita

Artidjo Alkoisar

Sistem Hukum dalam Perspektif
Pembangunan Hukum

Wacana tentang sistem merujuk
pada kumpulan sub-sistem
yang terwadahi sehingga meru-
pakan suatu kesatuan. Dalam

hal yang stalls seperti sebuah bangunan
rumah tetapl dalam kajian mutakhir tentang
sistem Inl ada yang mengartikan bahwa
sistem Itu sesuatu yang tumbuh ber-
kembang seperti sistem jarlngan saraf dan
sel-sel tubuh manusia yang selalu bergerak,
berdaur ulang, dan berkembang. JadI ha-
kekat suatu sistem ditelaah dan dljeiaskan
dengan paradigma baru yang dieiaborasi
darl hakekat organisme hidup, bukan darl
analog! bangunan gedung yang hanya terdlrl
darl tumpukan balok-balok matl.

Pembangunan hukum senantiasa me-
nuntut adanya VIsIdarl proses yang secara
sadar diarahkan kepada pertumbuhan dan
pembangunan hukum. Pembangunan hu
kum tidak mungkin hanya dipercayakan •
dan tergantung pada penguasa saja karena
ekslstensi hukum tIdak bisa dilepaskan darl
dinamlka sosial. Priorltas political will pe-
merintah akan lebih mudah dicurahkan pada
pembangunan ekonomi dan teknologi diban-
dlngkan dengan pembangunan hukum dan
keadilan. Pembangunan hukum berkorelasi
dengan VIsI kerakyatan, karena hukum
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senantiasa menyangkut behaviour atau
tingkah laku masyarakat. Dalam suatu
konstruksl hukum atau undang-undang pe-
nempatan poslst rakyat sebagal pemegang
peran {role occupant) dan dllacak {trace)
secara paradlgmatik. Apakah perangkat
undang-undang itu mempergunakan Para
digma Kon-trol Sosial, Paradigma Nilai,
Paradigma Institusi atau Paradigma Ideo-
logi.

Pembangunan hukum juga menyang
kut tingkah laku birokrasi yang berpara-
dlgma Kontrol Sosial dengan menekankan
pentlngnya kepatuhan rakyat pada hukum
untuk mensukseskan pembangunan seba-
gaimana yang banyak disebut dalam
GBHN (Garls-Garis BesarHaluan Negara).
Jlka demlklan halnya, maka pembangunan
hukum senantiasa terkait dengan perma-
saiahan mendasar - yaltu masalah struk-
tural dan VIsI darl pemerlntah tentang hu
kum sehingga jlka pembuat undang-undang
dan penguasa mempunyal Visi yang
sempit (hanya dalam kapsul pragmatis
undang-undang) dalam menyoroti dan
memberl makna pada pembangunan hu
kum, maka perjalanan atau pertumbuhan
hukum Itu akan tersendat-sendat. Jlka Trl-

logl Pembangunan adaiah Pertumbuhan,
Pemerataan, dan Stabliltas, maka pemba
ngunan hukum menuntut adanya Paradig
ma Nilai Keadilan sebagai konsistensi darl
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logi Pemerataan.
Pembangunan hukum yang dirancang-

bangun oleh dan dengan desain dominasi
kebijaksanaan pemerintah, maka akan
muncul bangunan hukum yang hanya
memberi naungan bagi kekuasaan dan biro-
krasi. Dalam hubungan ini, jika peme-
rintahan Orde Lama banyak memberlakukan
hukum warisan Kolonial dan hukum buatan

Indonesia yang represif serta otoriter -
sebenarnya merupakan refleksi dari po/a
pembangunan yang lebih menekankan
pada ideologi stabilitas. Pembentukan un-
dang-undang terkait dengan proses politik.
Proses-proses politik di antaranya terlihat
pada pembuatan hukum (undang-undang,
peraturan). Disini pembuatan hukum tidak
kita lihat sebagai prpses hukum melainkan
sebagai manifestasi dari kegiatan politik,
yaitu rnembuat deskripsi mengenai ke-
adaan ideal dan memobilisasi sumber-
sumb'er daya untuk mencapainya melalui
penggunaan,kekuasaan (Rahardjo, Satjipto:
199iV''t4"4).'Sedahgkan negara yang me-
nyatal<an dirlnya sebagai negara demo-
krasl mensyaratkan adanya partisipasi pe-
nuh masyar'akat secara politik serta ke-
terikatari maksimal dari rakyat dalam me-
nentukan kebijaksanaan yang menyangkut
kepentinga'n publik. Begitu pula dalam
pembangunan "hukum nasional, nilai-nifai
yang ada dan berkembang dalam kehi-
dupan masyarakat muWak harus dijadikan
fondasi bangunan, agar hukum yang ber-
laku tidak tercabut dari bumi budaya ma-
syarakatnya.

Perubahan Paradigma dalam suatu
cabang ilmu pada hakekatnya merupakan
suatu kebutuhan asasi agar ilmu tersebut
tidak statis dan" tidak hanya berkutat de
ngan konsep dan yariabel yang tertinggal
oleh perkembangan sosial dan teknologi.
Dan ilmu yang banyak "digugat" peran
positifnya dalam pembangunan di Indone
sia selama ini adalah Ilmu Ekonomi dan
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Ilmu Hukum. Dalam hubungan Ini secara
berkelakar Prof. Satjipto Rahardjo, pernah
mengemukakan bahwa "Ilmu Ekonomi saat
ini mengajarkan kerakusan". Konstatasi
Prof. Satjipto tersebut relevan dengan feno-
mena sosial tentang praktis kehidupan
ekonomi masyarakat serta komentar bebe-
rapa pakar ekonomi sendiri tentang adanya
kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan
politik saat ini. Ketimpangan struktur per-
ekonomian masyarakat tersebut sering
mengundang reaksi sosial terhadap simbol-
simbol kekuatan ekonomi yang kadangkala
harus dibayar dengan Social cost yang
mahal, misal kerusuhan massa. Hal ini me-
nunjukkan bahwa rakyat yang tersisih.
kecewa, dan frustasi menyaksikan keza-
liman ekonomi dan melampiaskannya de?
ngan merusak, menghancurkan simlDul-
simbul kekuatan ekonomi (Swadesi, 16
Januari 1997). Dalam hubungan ini, yang
paling mendesak untuk dilakukan oleh ahli
ekonomi adalah mengevaluasi kembali
keseluruhan landasan konseptual mereka
dan merancang kembali model dan teori
dasar mereka. Krisis ekonomi sekarang
ini akan dapat diatasi hanya jika para ahli
ekonomi bersedia berpartlsipasi dalam
peraiihan paradigma yang saat ini sedang
terjadi di semua bidang. Sebagaimana da
lam psikologi dan ilmu kedokteran, per
aiihan dari" paradigma aia Descartes ke
pandangan hoiistik ban ekologis tidak akan
rnembuat pendekatan baru itu menjadi ku-
rang ilmiah, tetapi sebaliknya membuatnya
lebih konslsten dengan perkembangan-
perkembangan mutakhir dalam ilmu-ilmu
alam. (Capra, Fritjof; 1997; 260). Pemba
ngunan hukum kita saat ini beium menyen-
tuh keadilan bagi pengusaha kecil, beium
mengatur tentang anti monopoli, sehingga
keadilan dan demokrasi ekonomi belu'm

muncul dalam desain pembangunan hukum
saat ini.
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Dalam realita pelaksanaan hukum ba-
nyak fenomena yang mengundang insi-
nuasi-lnsinuasi sinis dan mempertanyakan
Visi pengembangan llmu Hukum saat ini.
Perkembangan hukum di Indonesia saat
in! terbelenggu oleh "kapsul" positivisme
hukum Eropa Kontinental abad 18. Posi
tivisme hukum tidak peduli dengan ke
adilan, karena masaiah keadilan bukan
urusan hukum positif. Aliran positivisme
hukum menekankan pada kepastian hu
kum. Akibatnya, pertumbuhan hukum In
donesia berjalan tanpa Visidan tidakjeias
Paradigmanya. Watak hukum Eropa Kon
tinental bertradisi tanpa Paradigrria So-
sioiogi, karena memakai metode berflkir
deduktif seperli kebiasaan Hukum Romawi.
Sedangkan karakter Hukum Anglo-Arherika
lebih realistis karena memberi perhatian
kepada apa yang berkembang dalam
dinamika sosial.

Dari pemaparan tersebut di atas,
terlihat bahwa sistem hukum kita belum
terpola, jalinan hubungan antara subsistem
hukum tidak terjalin, dan paradigmanya ti
dak jelas dan tidak utuh.

Dari realita sistem hukum yang demi-
kian, konsekuensi etisnya adalah tidak ter-
kendalinya "yang kuat" menggilas "yang
lemah" baik dalam kehidupan ekonomi
maupun politik. Konsekuensi yuridisnya
adalah banyaknyacelah-celah hukum yang
dieksploitasi oleh pialang-pialang ekonomi
dan petualang-petualang politik secara
"rakus", sehingga menimbulkan kerawanan
dalam keadilan. Karena jalan menuju ke
adilan hanya ada satu jalan yaitu kekuatan
atau kekuasaan, tanpa memperhatikan nilai
etis dan dimensi yuridls.

Diagnose terhadap Realita
Kekinian Hukum Indonesia

Masaiah "landasan" hukum nasional
Indonesia, belum terumuskan secara jelas
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hingga saat ini. ketidak-jelasan fondasi ba-
ngunan hukum nasional ini mengaklbatkan
kesulitan "menguji" aturan hukum yang se-
suai dengan pllar-pilar ideologi atau falsafah
bangsa Indonesia. Sehingga aturan hukum
yang berparadigma Koioniaiis', aturan hu
kum yang dianggap represif dan dianggap
bertentangan dengan hak asasi manusia
dan Komnas HAManXara lain UU Subversi

No. 11 Th. 1961, Hatzaai Artikelen. Di lain
pihak pada saat yang sama berlaku pe-
rangkat hukum yang berwatak individual
iiberalistis misalnya UU Perbankan. Pe-
rangkat hukum yang menyangkut bidahg
politik terlihat berparadigma kolonial-feo-
dalistis dan represif. sedangkan dalam
bidang ekonomi sebagian berparadigma
liberalis.

Belum jelasnya kerangka sistem hu
kum nasional kita saat ini karena belum
terjabarnya ide-ide yang ada dalam Pem-
bukaan UUD 1945 dan belum munculnya
konsep-konsep serta variabel-variabel hu
kum Indonesia yang diuraikan dari Falsafah
Pancasila. Sebagaimana nilai-nilai yang
harus termuat dalam postulat moral maupun
hukum, juga bagaimana definisi logis kon-
sep hukum yang sesuai dengan struktur
kejiwaan bangsa Indonesia, bagaimana
agar definisi logis itu dapat diimplemen-
tasikan secara jelas. Konsekuensinya pe-
rangkat hukum positif— banyak yang tidak
berparadigma nilai keadilan, tidak egaliter
dan tidak berspirit kerakyatan.

Banyaknya kasus korupsi di negara
kitasaat ini, dalam perspektifrealitas pene-
gakan hukum, merupakan konsekuensi lo
gis dari bangunan sistem hukum yang
berparadigma feodalistis dan mengorban-
kan prinsip persamaan {equality before the
law). Indikatornya adalah melonjaknya
perilaku korupsi dengan kualitas yang
beragam.

Korupsi di negara kita tidak pe.rnah ter-
bantah, BPKP lembaga pemerintah Rl
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yang bertugas mengawasi keuangan pem
bangunan — mengungkapkan hasil peme-
rlksaannya di 22 departemen pada triwulan
ketiga periode 1995/1996. Hasilnya di
Depkeu senilai Rp 179 milyar, Deptan Rp
48,19 milyar, Depdagrl Rp 30,8 milyar, ialu
disusul Dept. Pertambangan, Depkop, Dep-
hub, Deparpostei. Selain itu penyuapan
iangsung kepada oknum birokrat yang
berkolusi — dalam praktek korupsi — juga
ada praktek rekayasa penggelembungan
harga proyek (mark-up) yang sudah meiuas
di antara perusahaan multinasional maupun
nasional (vide, majalah Bisnis, edisi 31
Juil, 1996). Dari fenomena korupsi yang
menggejala di negara kita saat ini, secara
Paradigmatik terlihat bahwa UU No. 3 Th
1971 (UU Korupsi) dan sistem hukum kita
tidak memiiiki Paradigma Nilai dan tidak
memiiiki gambaran penuh tentang Paradig
ma Institusl. Dengan sistem hukum yang
ada di Indonesia saat ini, banyak menim-
bulkan fenomena ketidakadilan, perlakuan
hukum antara yang diterima oleh rakyat
dibandingkan dengan perlakuan hukum
terhadap pejabat.

Melihat realitas praktek penegakan
hukum daiam masalah korupsi tersebut —
apakah fenomena ini merupakan indikator
tidak adanya pembangunan hukum. Rea
litas hukum dan bekerjanya hukum dalam
masyarakat, juga tidak lepas dari etos
penegakan hukumnya. Dalam masyarakat
yang penegakan hukumnya beretos ke-
kuatan, maka akan timbu! suasana pene
gakan hukum yang diskriminatif, karena
hanya orang yang mempunyai atau dekat
dengan kekuasaan politik atau kekuasaan
ekonomi yang dapat MEMPENGARUHI
atau MENENTUKAN putusan pengadilan
atau pengayoman hukum. Atau juga me-
reka yang memiiiki kekuatan fisik atau
senjata. Sehingga penggunaan "Debt Col
lector" sering dirasa lebih efektif oleh se-
bagian masyarakat pengusaha dalam me-
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nyelesaikan sengketa. Atau para bankir
dalam urusan menyeiesaikan utang-piutang
dengan nasabahnya. Karena dalam ikiim
penegakan hukum yang diskriminatif — ke-
benaran hukum yang hakiki dan keadilan
tidak lagi terkait dengan KEKUATAN KE-
BENARAN MORAL. Belum jernihnya ka-
sus Wartawan Bernas Fuad Muhammad

Syafrudin, lebih banyak rakyat yang kalah
dalam perkara gugatan praperadilan, aku-
mulasi kasus tanah, pengadilan politik, ka-
sus TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi), sering
adanya intervensi aparat militer dalam per
kara sipil dan perdata, menunjukkan indika
tor adanya etos penonjolan kekuatan ke
kuasaan dalam penegakan hukum diban
dingkan dengan kekuatan kebenaran moral.
Jika kita terbelenggu dalam kapsul posi-
tivlsme maka kita tidak akan dapat melihat
socialjustice dan Pemerintahan Hitler atau
Nazi Jerman pun akan terlihat seperti ne
gara hukum dengan sistem hukum(nya)
sendiri. Dalam bukunya SOCIAL ORDER
dan THE LIMIT OF LAW, Jenkins menc -
takan;

"This discussion of the difference bet

ween and the relationship of social jus
tice and legal justice, as well as the
earlier analyses of validity, otDligation,
and authority, can be illustrated by a
brief examination of an issue that is

frequently raised in legal arguments.
This concerns the status of a legal
system that not merely contains cer
tain "inequitous" laws but that is based
in its entirety on general policies that
are discriminatory and oppresive. For
a long time the familiar example has
been Nazi Germany, but the case that
is now usually cited is South Africa,
with its explicit policy of racial apart
heid. With respect to such cases, it is
asked if these seeming "legal" sys
tems do in fact quality for this status:
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Do they satisfy the criteria for admis
sion to this class? Are they really legel
systems? (Jenkins, Iredeil: 1980:360).

Masyarakat kebanyakan kadangkala
tidak merasa mampu untuk menentukan
lorong hukum yang tepat atau menuntut
perlakuan hukum yang benar atau memper-
juangkan keadilan, karena adanya variabel
kondisi obyektif tingkat pendidikan, kondisi
sosial ekonomi, kondisi politik, serta ting-
kah laku birokrasi dan aparat penegak hu
kum (polisi, jaksa, hakim, penasehat hu
kum) yang negatif. Sehingga mereka yang
tidak memiliki proteksi politik atau ke-
kuasaan ekonomis — kadangkala tidak
mampu mengadakan KONTROL HUKUM
atas perlakuan tidak adil yang dialaminya.
Padahal perlakuan yang adil merupakan
kebutuhan pokok rohaniah setiap Individu
dan masyarakat. Warga masyarakat yang
menuntut keadilan misalnya melapor ke
Kotak Pos 5000 atau mengadukan ke apa
rat penegak hukum bisa berbalik kena an-
caman pencemaran nama baik atau penga-
duannya tidak diproses (dipetieskan).

Selain sering tidak tahu dan tidak me-
nemukan lorong-lorong hukum bagi dirlnya,
masyarakat awam hukum juga banyak
yang tidak tahu tentang adanya hukum
yang mengisolasi dirinya. Seperti halnya
yang dikemukakan oleh Jerold S. Averbach
dalam bukunya JUSTICE WITHOUT LAW?
menyatakan:

"As individuals vigorously assert their
legal right in self-protection, they sel
dom contemplate their contribution to
their own precarious isolation. Nor are
the warned that as the blanket of legal
protection cover individual rights, state
control simultaneously intrudes upon
realms once reserved to private choice
(when, for example, J fetus may live
or a terminally III patient may die). In
evitably, the very meaning of justice
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changes: without the universalist con
tent it possessed when community
members shared a common value sys
tem, it fragments into a set of proce
dures. A new class of legal experts
ascends to prominence, aggrandizing
power thrbugh its monopoly of legal
craft and technique. Then a legal cul
ture is securely in place. (Averbach:
1983:13).

Selain faktor-faktor tersebut, doktrin
hukum Indonesia yang menganggap bahwa
setiap orang dianggap mengetahui undang-
undang dan karenanya diumumkan di Lem-
baran Negara, juga merupakan faktor yang
terlibat dalam kondisi rumitnya penataan
pembangunan hukum dan keadilan di ne
gara kita.

Di lain pihak aturan hukum kita tidak
cukup memadai untuk memberikan sanksi
kepada aparat penegak hukum yang tidak
memproses laporan warga masyarakat
_yang mendapat perlakuan tidak adil, misal
nya KUHAP (KitabUndang-Undang Hukum
Acara Pidana) UU No. 8 tahun 1981 tidak
memberikan ancaman sanksi yang jelas
bagi aparat penyidik atau penuntut umum
yang tidak memproses atau sengaja'mem-
perlambat laporan orang yang lemah (po-
litik-ekonomi), sehingga dengan berbagai
alasan sampai 2 tahun lapprannya tidak
diproses. Contoh lain Berlta Acara Pemerik-
saan (BAP) kasus kematian Wartawan
Bernas Fuad Muhammad Syafrudin dengan
tersangka DSM, lebih tiga kali bolak-balik
antara Penyidik (Polda DIY) dan Kejaksaan
(Kejati DIY), kendatipun telah banyak pen-
dapat bahwa penyidik perlu menghentikan
penyidikan tetapi penyidik terus dan tidak
ada ketentuan sanksi dalam KUHAP bag!
penyidik. Beralihnya dari HIR ke KUHAP
UU No. 8 Th. 1981. sebenarnya telah ada
lonjakan Paradigmatik dalam bidang per-
llndungan hak asasi Tersangka, atau Pa-
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radigma NHai, tetapi di sisi lain belum kom-
prehenslf karena tidak ditunjang oleh Pa-
radigma Institusi. Hal ini juga karena kita
tIdak menganut ASAS LEGALITAS YANG
KETAT sebagaimana yang berlaku di ne-
gara Jerman yang memberikan sanksi
yang tegas bag! aparat penegak hukum
yang tidak memproses perkara yang.diadu-
kan kepadanya.

Fenomena hukum dan penegakan hu
kum yang tidak kondusif tersebut, menjadi
indikator adanya sifat tidak egailter dalam
masyarakat kita. Bagi masyarakat keba-
nyakan cehderung diberlakukan sistem
crime'control dalam penegakan hukum
pidana, sedangkan kalau menyangkut pub
lic fugure cenderung diberlakukan sistem
due process. Bagi kalangan rakyat ke-
banyakan cenderung diberlakukan ASAS
PRADUGA BERSALAH (guiility), sedang
kan lerhadap yang memiliki proteksi (po-
litik-ekonomi) diberlakukan ASAS PRA-'
DUGA.TAK BERSALAH (presumption of
innocence). Fenomena ini menunjukkan
adanya amb/Va/ens/ dalam sistem hukum
kita saat'ini.

^ Paradoks-paradoks antara idealita hu
kum dengan realita sosial yang banyak
terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini,
menuntut keruntutan pembenahan sistem
penegakan hukum dan kejelasan rancang
bangun identitas dan kerangka asas hukum
nasional dari f5ara ARSITEK BANGUNAN
hukurh'yang komprehensif, dan tidak
sekedar Fiasil otak-atik para tukang-tukang
beraliran p6siti\?isme, sehingga negara hu
kum berkesan hahya negara sebagai ne
gara undang-undang saja. Apalagi, masya
rakat bangsa kita telah dengan sadar me-
nempatkan -diri dalam kancah tata hu-
bungah masyarakat internasional, balk da
lam bidang hukum, polltik. ekonomi, mau-
pun HAK ASASI MANUSIA. Dalam arti
pula kejelasaii-Visi pengembangan hukum
serta antisipasi perkembangan sosial politik
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dan teknologi merupakan determinan6d\am
proses pembangunan hukum, agar pertum-
buhan hukum tidak acak-acakan dan liar

tanpaarah.

Hukum dan Masyarakat

Bahwasanya dalam hidup bermasya-
rakat, pada dasarnya manusia selalu me-
merlukan keadilan, kebenaran dan hukum.
Karena hal itu merupakan nilai dan kebu-
tuhan asasi bagi masyarakat beradab. Da
lam kerangka itu, dituntut adanya penghor-
matan atau persamaan harkat dan mar-
tabat kemanusiaan, kemerdekaan jiwa raga
serta jaminan sosial. Keadilan adalah milik
dan untuk semua orang serta segenap
warga masyarakat. Perbedaan sikap atau
kebencian terhadap orang lain atau suatu
golongan, tidak boleh mengakibatkan ada
nya sikap yang tidak adii. Betapapun ke
adilan harus ditegakkan, biarpun terhadap
diri sendiri, keluarga, kerabat atau kolega.
Tidak adanya keadilan akan menimbuikan
kehancuran dan kekacauan dari kebera-

daan dan eksistensi masyarakat itu sendiri.
Sehingga menjadi hak dan kewajiban setiap
individu dan masyarakat untuk setiap saat
menjadi saksi dan penegak keadilan.

Menegakkan keadilan mencerminkan
sikap berdiri di atas semua pihak atau go
longan, bersikap jujur sebagai penengah,
menetapkan hukum yang benar dan me-
mutus perkara dengan tepat. Penegakan
hukum selalu terkait dengan aspirasi ma
syarakat dalam menunaikan hak dan ke-
wajibannya, sehingga tegaknya hukum ti
dak bisa dipisahkan dengan tegaknya de-
mokrasi, di mana musyawarah menjadi kai-
dah asasi. Di beberapa negara' saat ini
(1990-an) muncul fenomena penyelesaikah
sengketa dengan model ADR - Aiternative
Despute Resolution, dalam menyelesaikan
perkara di luar pengadilan yang pada hake-
katnya ADR ini hampir sama prinsipnya
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dengan sistem musyawarah, y^ng dalam
rtiasyarakat kita dan tertuarig secara
eksplisit dalam pancasila dan UUD 1945.

Penegakan hukum akan menjadi efek-
tif, apabila setiap individu dan masyarakat
mau dan mampu memerankan hak-haknya
dan secara selaras pula melaksanakan ke-
wajibannya. Hukum yang dimaksud, ada-
lah hukum yang memiliki Paradigma Nilai
yang jelas, hukum yang responsip terha-
dap berbagai fenomena perubahan sosial
serta kemajuan teknologi yang terjadi
dalam realita masyarakat, dan mampu me-
nampilkan fungslnya secara komprehensif.

Hukum yang berparadigma nilal dan
berspirit kerakyatan adalah hukum yang
tidak lepas dari masyarakatnya. Dengan
adanya kejelasan Paradigma Hukum, maka
komunikasi sosial tidak kering seperti hu
kum Romawi atau hukum lain yang hanya
sarat dengan larangan-larangan. Fenomena
ini merupakan salah satu fenomena ke-
gagalan positlvisme hukum yang tanpa Pa
radigma yang jelas.

Masyarakat Indonesia yang majemuk
adalah masyarakat dinamik yang selalu
berproses menuju dataran idaman masya
rakat yang adil dan makmur. Sistem sosial
masyarakk Indonesia yang khas, akan da-
pat menjamin perlindungan ketentraman-
kesejahteraan dan menjunjung tinggi mar-
tabat setiap Insan serta masyarakat, jika
dijalin berdasarkan nilai-niiai Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan, demokrasi,
dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi
syarat dan esensi dalam membangun ke-
rangka sistem hukum nasional.

Sistem hukum yang mengaturtentang
pola-pola hubungan antar manusia dan ma
syarakat, adalah merupakan subsistem ins-
titusi sosial. Dalam hubungan ini, diperlu-
kah adanya kesadaran masyarakat pendu-
kungnya untuk melaksanakan. Paradigma
Hukum Islammisalnyaj adanya pehgatUrari
hubungan yang tidakhanya horisontal antar
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rrianusia {hablum minannas), tapi juga ada
nya hubungan yang transendental antar
manusia dengan Allah (hablum minallah).
Dalam hubungan ini, Prof. Dr. Marcel A.
Boisard dalam bukunya Humanisme dalam
Islam (terjemahan) mengatakan bahwa:

"Hukum(Islam) menetapkan hubungan
pokok antara manusia terhadap Tuhan,
terhadap orang lain, dan terhadap diri
sendiri. Hukum Islam tidak meninggal-
kan sesuatu tanpa ketentuan, menye-
butkan apa yang wajib, yang sunnah,
yang mubah, yang makruh dan yang
haram. Hukum Islam meliputi seluruh
kewajiban yang dibebankan 'kep.. •*.
manusia sebagai seorahg.-rnukmin,
sebagai manusia dan sebagai warga
negara. Rasa tunduk k'epada hukum
dan keinginan untuk menjunjung tinggi
perintahnya, adalah akibat dafi iitian
yang memberikan konsepsi umurh ten-
tang masyarakat dan hari kemudiah-
nya" (Boisard: 1980: 59)'.. '

Konsep pembangunan hukumyang ha
nya terpaku pada positivisms, sering rne-
nimbulkan berbagai masalah ketidakadilan
paradok sosial dalam berbagai bentuknya,
seperti kesenjangan sosial, ekonomi, po-
lltik. Dari kompleksitas permasalahan po
sitivisms antara lain timbul penggolongan
corak hukum yang bernada sinib, yaitu,
hukum rakyat, hukum ahli hukum,-dan hu
kum penguasa. Sedangkan hukum yang
Berparadigma Nilai menekankan keadilan
dalam penerapannya, dan kritis terhadap
pemegang kekuasaan. Untuk itu pemba
ngunan hukum mengisyaratkan adanya
cakrawala Paradigma yang luas tidak cu-
kup hanya.dengan pandangan positivism's
hukum. Dalam arti pula- wacana keadilan
tidak akan ditemukan dalam "peti kemas
kosong": positlvisme. Pendapat^Dr; W.
Friedman yang menyatakan:' "'Sefe/a/7
mempelajari berbagai usaha irii, jelaslah
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diperlukan adanya petunjuk agama untuk
pengukuran nilai yang sebenarnya dari
keadilan jadi suatu bentuk praktis, dan la
hanya dimiliki oleh agama" (Khan, Wa-
heeduddin; 1993: 421). Pendapat Dr. W.
Friedman in! paralel dengan pendapat Prof.
Satjipto Rahardjo (5-5-1997), dalam men-
jelaskan tentang jenjang teori, yaitu dari 1)
Low Range, yang antara lain dapat diwakili
oleh Keppler, 2) Middle Range, yang antafa
lain oleh Newton, dan 3) UpperTheory oleh
Einstein, dan yang leblh atas dari Upper
Theory in) hanya ada pada agama. .

Ideologi dan Antisipasi Hukum
Tahun 2020

Dalam menapak kehidupan hukum ta
hun 2020 yang akan datang perlu ada
revolusi pemikiran tentang pembangunan
hukum di negara kita, dalam art! perlu ada
gerakan pertumbuhan hukum yang hanya
Visi dan Paradigma. Untuk itu perlu dilacak
perangkat undang-undang yang tumbuh se-
cara liar dan tidak memiliki Paradigma nilai
filosofis Pancasila dan UUD 1945 dan Visi
Paradigma Sosiologis. Juga perlu dilurus-
kan perundangan yang tidak taat dan ber-
tentangan dengan asas hukum nasional.
Jangan sampai terjadi kekosongan hukum
yang dapat ditafsirkan secara negatif oleh
kelompokdominan dan hanya menguntung-
kan kelompoknya dan merugikan masya-
rakat banyak. Misalnya BPKP tidak dapat
mengaudit 24 BUMN — karena takut
melanggar UU Pasar Modal (Republika, 31-
1-1996), begitu pula ketentuan dan kebijak-
sanaan yang menimbulkan pertanyaan
masyarakat dan mengundang gugatan in-
ternasipnal, seperti Mobil Nasional (Mob-
nas), lingkungan hidup, dan sejenisnya.

Era globalisasi tahun 2020 adalah masa
yang diprediksikan, di mana masyarakat
bangsa-bangsa di dunia akan hidup dalam
suatu tatanan yang saling terkait dan meng-
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internasional. Dalam tatanan yang demikian
semakin dibutuhkan etika pergaulan dan
norma hukum yang transnasional, misal
nya syarat label ISO dalam dunia bisnis,
adanya lembaga pengaduan WTO bag! ne
gara yang merasa dirugikan dalam perda-
gangan antar negara. Era globalisasi ini
juga mengisyaratkan adanya dimensi hu-
bungan yang semakin KOMPETITIF, baik
antar negara atau bangsa, maupun antar
warga masyarakat atau kelompok bisnis
dalam skala global. Transparansi dan ke-
jelasan prosedur pengambilan keputusan
semakin dituntut dalam era globalisasi, ka
rena para investor tidak akan rela inves-
tasinya ditanam dalam kondisi yang tidak
jelas. Untuk itu, integritas dan kebersihan
dunia PERADILAN menjadi syarat dalam
memasuki era tahun 2020. Adanya isu
"mafia peradilan", kolusi di Mahkamah
Agung Rl tahun 1996/1997, dapat menjadi
ikian buruk bagi negara kita di mata inter-
nasional. Fenomena ini dapat diterangkan
dengan kacamata Paradigma Nilai dalam
sistem hukum sehingga dapat dijelaskan
dan diantisipasi, bahwa masyarakat trans
nasional menuntut adanya hukum yang
Berparadlgma Nilai Universaiisme dan Visi
tentang hak asasi manusia. Pembangunan
hukum kita dituntut memiliki Visi global
dan memuat nilai-nilai hak-hak asasi ma
nusia yang universal, misalnya dalam per-
lindungan hak cipta, anti penyiksaan, anti
monopoli, lingkungan hidup, dan lain se-
bagainya.

Dalam negara yang telah lebih dahulu
maju, seperti halnya Amerika Serikat,
dirasakan betapa kemajuan komunikasi
dan informasi itu menuntut adanya norma
yang mengaturtentang hubungan-hubungan
yang adil antara pemerintah dengan rakyat,
pemerintah dengan perusahaan swasta,
perusahaan yang satu dengan yang lain,
perusahaan dengan karyawannya, antar
warga masyarakat yang satu dengan yang
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lain. Dalam hubungan In!Wayne Overbeck
& Rivk D. Pullen (Major Principles of Me
dia Law: 1985) pernah mengatakan:

"There is consisderable interplay bet
ween the courts and legislative bodies
in the development of statutory law.
As already Indicated, often a new le
gal concept is recognized first by the
courts, whose decisions will make it a
part of the common law. At some point,
legislature may take note of what the
courts have been doing and formally
codify the law on that subject by en
acting a statute. The courts may then
reinterpret the statute intended to over
ride the court decision. We will see

precisely this sort of Interplay between
a legislative body and the courts in
several areas of mass media law, par
ticularly in such areas as copyright,
reporter's privilege, and broadcasting
(Overbeck, Wayne: 1985: 7).

Jadi dari pengalaman negara Amerika
Serikat tersebut menunjukkan betapa pe-
nyelesaian perkara melalui transparansi
proses peradilan itu akan banyak dipergu-
nakan. Di sisi lain proses penegakan hu-
kum dl Amerika Serikat meskipun ada slo
gan Equal justice Under The Lawtapi pada
praktik banyak variabel penegakan hukum
yang terlibat, sehingga slogan, tersebut
menjadi kosong. Pendistribusian keadilan
oleh peradilan berkaitan dengan afillasi
pihak yang berperkara, misalnya afillasi
sosial ekonomi atau status seseorang.
Dalam bukunya yang berjudul "MONEYand
JUSTICE WHO OWNS THE COURTS?"

Louis G. Forer (1984:17) mengatakan:

"Many factors have combined syner-
gistically to create a crisis in the courts
have Increased dramaticaliya, leading
to what is popularly called the litiga
tion explotion explosion. In part this
was due to the rising crime rate, which
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necessitated more criminal prosecu
tions. On.the civil side, new techno
logy has taken an enormous toll in
Illnesses and accident, substantialy in
creasing the number of claims. The
civil rights movement, the women's
mavement, the consumer movement,
growing interest in protecting the envi
ronment, and the rising demands from
all segments of society for protection
or rights and redress for wrongs,
coupled with the availability of legal
service for the poor, prompted tens of
thousands of people to lifigate who
never before sought satisfaction from
the courts".

Jadi eksplost perkara di pengadilan di
Amerika Serikat dengan berbagai faktor
yang terlibat di dalamnya, telah menlm-
bulkan krisis dalam dunia peradilan pada
tahun 1980-an. Dalam kacamata Paradig-
ma Institusi fenomena tersebut" terlihat
jelas bahwa lembaga peradilan dalam
menjalankan Reran (rdle)nya tidak ber-
proses di dalam ruang hampa sebagaimana
terbayang oleh aliran positivisme. tetapi
dalam kenyataan realita sosial proses per
adilan itu senantlasa terkait dengan faktor
sosial-ekonomi, politik, pendidikan ras,
Ideologi dan sebagainya.

Kendatipun negara Amerika Serikat di-
kenal sebagal negara yang sangat meng-
hormati hak asasi dan kebebasan, tetapi
dalam realita sosial penegakan hukum
sering terjadi "bias" dari ideologi Rule of
Law antara golongan kulitputih dan negro.
Dalam bukunya "BLACK ROBES WHITE
JUSTICE", Bruce Wright (1990) - sebagai
bekas seorang hakim mengeluh - Why our
legal system doesn't work for Black's.
Fenomena inl menunjukkan bahwa suatu
sistem hukum tidak kebal (immune) dari
pengaruh faktor-faktor yang ada pada
realita sosial.
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Supremesi Hukum dan
Konsekuensi Sosio-Politiknya

Supremasi hukum meaipakan tiang pe-
nyangga utama dari konstruksi bangunan
negara yang berdasar atas hukum seba-
gaimana yang telah didesain dalam Un-
dang-Undang Dasar 1945. Ideologi ini
mengisyaratkan bahwa hukum harus dija-
dikan yang. "supreme" yang mendasari se-
gala kebijakan, pengaturan dan pengen-
daiian terhadap tata hubungan pemerintah
dengan rakyat Supremasi hukum menuntut
konsekuensi adanya logic of law dalam
proses bernegara, bukan hanya logic of
power. Sehingga segala aturan dan ke-
bijaksanaan yang diberlakukan kepada
rakyat dan pemerintah dituntut untuk ber-
spirit nllai kerakyatan; Konotasinya, rak
yat s'ebagai adresatWdak mungkin dihiiang-
kan peran dan posisi sosialnya dalam sis-
tem hukum yang beriaku, kadar intensitas
dan jangkauan peran tersebut tergantung
pada Paradigma Ideologi yang melatarbe-
lakanginya. Rakyat disyaratkan untuk me-
miliki akses dalam proses penentuan ke
bijakan yang menyangkut kehidupan ber-
sama. Jadi logika negara hukum — diatur
dulu dengan aturan yang diproses secara
demokratis, baru diberlakukan. Sedangkan
logika negara kekuasaan, diberlakukan dulu
apa yang menjadi kemauan penguasa,
kalau kemudian rakyat tidak setuju itu
urusan belakang.

Ada dimensi proses yang logis, trans-
paran, dan demokratis bagl kelahlran suatu
aturan yang diberlakukan dalam suatu ne
gara hukum. Sedangkan dalam negara ke
kuasaan. kehendak penguasa yang dijadi-
kan "hukum" dengan mengesampingkan
kebenaran, kejujuran, dan kerakyatan.

Negara kekuasaan (Fascis dan Komu-
nis) cenderung untuk menginten/ensi kebe-
basan peradilan, sehingga kasus-kasus
perkara polltik dan sebagainya selalu di-
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selesaikan di belakang pintu tertutup ber-
dasarkan kebijaksanaan penguasa, bukan
berdasar atas norma yang disepakati ber-
sama. Dengan demikian hak-hak asasi
warga negara amat rawan atas tuduhan
dan perlakuan tidak adil dari selera subyek-
tivitas kekuasaan.

Idealita Negara Hukum Indonesia
dan Permasalahan Hukumnya

Salah satu konsekuensi dari Prokla-

masi Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 1.7Agustus 1945, adatugas yuridis
untuk menclptakan tata dan aturan hukum
yang sesuai dengan kedudukan negara
Indonesia yang telah merdeka, yaitu sistem
hukum yang tidak kolonialis dan diskri-
minatif. Nampaknya tugas nasional terse
but, hingga detik ini masih menjadi "tung-
gakan sejarah" dari bangsa kita. Karena
sebagian aturan hukum yang dikonstruksi
dengan postulat-postulat kolonial dan moral
masyarakat Eropa awal abad 19 masih di
berlakukan di negara kita saat ini. Sedang
kan dalam kacamata Paradigma Sosiologi,
suatu aturan hukum merupakan refleksi
dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup
dalam masyarakat, dimana sistem hukum
yang beriaku merupakan subsistem sosial.

Pada dasarnya suatu sistem hukum
merupakan refleksi dan nilai sosial budaya
yang hidup dalam masyarakat. Sehingga
sistem hukum yang tidak memenuhl rasa
keadilan dari masyarakatnya, cenderung
untuk tidak ditaati dan akan mengundang
komplikasi sosial. Maka adalah tugas dan
tanggung jawab para ilmuwan, para penegak
hukum serta masyarakat sendiri untuk
membuat tata kehidupan hukum yang
mempunyai landasan konstitusional. Dalam
arti, merumuskan dan menempatkan sis
tem hukum pada proporsi struktur sosial
yang jelas, serta dapat diterima secara
rasional menurut Basic View atau Basic
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Perception negara hukumyang demokratis
sebagalmana yang digagas dalam cita ideal
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara sosiologis, UU yang telah kehi-
iangan relevansi sosialnya, kehilangan Visi
Yuridisnya, ibarat mobil yang sudah rusak
meslnnya, tanpa rem, dan tanpa lampu.
Sehingga kalaupun akan dipaksa ber-
jalankan, maka di samping menyusahkan
pengemudi, juga berbahaya bag! kesela-
matan orang banyak, bisa menabrak apa
saja yang ada di hadapannya. Padahal
suatu aturan hukum tidak bisa dipisahkan
dari basis sosia! dan senantiasa menuntut
perubahan Visi. Untuk itu, perlu adanya
dekonstruksi terhadap perangkat hukum
agar tidak kehilangan Visi Sosiai-fiiosofis-
nya.

Dalam masyarakat yang demokratis
sebagalmana ditegaskan dalam UUD 1945
(pasal 27) tidak dikenal adanya Primus
Interpares, karena dari pengalaman pene-
rapan aturan hukum yang demiklan seperti
halnya terbukti dalam penanggulangan
korupsi saat ini — telah mengundang sua-
sana yang tragikomik, yang pada gilirannya
menunjukkan adanya "krisis keadilan". Dis-
kriminasi hukum ini dapat menimbulkan ke-
kayaan dan kemewahan segelintir orang,
di tengah kemiskinan umum, menawarkan
suatu situasi yang secara inheren bersifat
eksplosif. Ketidakadilan yang besar meng-
hasilkan kebencian dan antagonisms yang
mendalam, dan segelintirorang yang men-
dapat hak-hak istimewa harus menghadapi
kebencian massa dan ketakutan (Duverger,
Maurice; 1981: 94).

Di negara yang memakai sistem
Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika seperti
halnya inggris dan Amerika Serikat, lem-
baga peradilan dapat berperan optimal da
lam proses hubungan kenegaraan dan pe-
merintahan, serta penegakan hukum dan
hakasasi manusia. Yurisprudensi sebagai
bagian dari proses penegakan hukum di
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Anglo-Amerika merupakan sumber hukum
yang prinsipal sedangkan dalam sistem
kontinental, jurisprudensi bukan merupakan
sumber hukum yang esential. Para hakim
di dalam sistem hukum kontinental dibe-
lenggu oleh hukum-hukum positif yang ma-
ti; sedangkan hukum dalam sistem Anglo-
Saxon bisa menggali keadilan dari kasus
ke kasus yang terjadi dalam dinamika
sosial. Lahirnya "Miranda Warning" atau
"Miranda Rule" diAmerika Serikat merupa
kan sikap bijak mengambil hikmah dari
kasus seorang warga negara yang tidak
mampu membayar "Lawyer Fee" berper-
kara melawan negara (bagian) Arizona.
Kasus perkara Miranda ini mqmunculkan
"lonjakan Paradigmatik" dalampenghargaan
hak asasi seorang Tersangka,.; sehingga
sistem hukum yang berlaku meriyediakan
fasilitas hukum yang cukup; bagt' tnasya-,
rakat untuk mencari dan menggapai ke
adilan. , ji t. ;

Pembangunan hukum yangberparadig-
ma nilai keadilan, berkorelasi dengan struk-
tur masyarakat yang demokratis, dalam
arti bahwa tidak ada kendala feodalis dan
otoriter dari pemegang kekuasaan politik
dan ekonomi (konglomerat) serta tersedia-
nya fasilitas hukum yang egaliter yang
memberikan ekses yang sama bagi sege-
nap lapisan masyarakat untukme/npero/e/?
keadilan. •
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